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Lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang K etentuan Pokok
Pemerintahan Nagari yang didasarkan pada pasal 93 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Desa disambut antusias oleh masyarakat Sumatera Barat. Mengingat bahwa pemerintahan nagari telah
dilikuidas sgjak tahun 1983, permasal ahannya adalah seberapa efektif pemerintahan nagari yang sekarang
ini dapat berjalan dalam mel aksanakan fungsi-fungsinya. Dengan adanya dua sistem pemerintahan adat di
Minangkabau yaitu sistem koto piliang dan sistem bodi chaniago, maka penelitian ini ingin melihat
perbedaan penyel enggaraan pemerintahan nagari dengan membandingkan dua nagari sebagai kasus yaitu
nagari Batipuah Ateh (menganut sistem koto piliang) dan nagari Lubuk Basung (menganut sistem bodi
chaniago).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksploras perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah
yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan nagari dilihat dari perspektif kelembagaan,
pengalihan aset, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen pemerintahan.

K edua nagari memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan sesuai dengan karakteristik dan pemahaman
terhadap adat istiadat masing-masing. Persamaannya antara lain meliputi ; telah memiliki struktur organisasi
pemerintahan nagari dan perangkat nagari sesuai dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing; belum
sepenuhnya mampu menjalankan kewenangan-kewenangan dan ketentuan-ketentuan lain seperti yang diatur
dalam perda kabupaten masing-masing; mengalami kesulitan dalam menghasilkan peraturan nagari dan
penyusunan rencana pendapatan dan belanja nagari serta lambatnya proses pengalihan harta kekayaan nagari
dari Kerapatan Adat Nagari kepada pemerintah nagari. Mengenai pengalihan harta kekayaan ini terdapat dua
pendapat yang berbeda, yaitu yang mempersamakan antara harta kekayaan nagari dan harta kekayaan
pemerintah nagari; dan yang membedakan antara keduanya. Pengetahuan dan kemampuan penyelenggara
pemerintahan nagari tampaknya masih sangat terbatas untuk mampu memenuhi tuntutan sebuah sistem
pemerintahan dalam arti tata penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Perbedaan yang menonjol antara keduanya antara lain adalah : potensi keuangan nagari Lubuk Basung lebih
besar daripada nagari Batipuah Ateh; dan proses pengambilan keputusan tampaknya lebih sulit dilaksanakan
di nagari Batipuah Ateh. Ini terbukti dari berlarut-tanrtnya penentuan lokasi kantor wali nagari yang baru.
Wali nagari Batipuah Ateh berasal dari kalangan adat, sedangkan wali nagari Lubuk Basung bukan berasal
dari fungsionaris adat. Faktaini relevan dengan teori bahwa pada sistem koto piliang, nuansa adatnya lebih
menonjol. Hanya saja proses musyawarah mufakat - walaupun secara teoritis bersifat hierarkis (bottom-up)
sulit dilaksanakan. Sedangkan di nagari Lubuk Basung, tampaknya proses musyawarah mufakatnya tidak
sesulit di nagari Batipuah Ateh. Secara kelembagaan, institusi yang terdapat di nagari Lubuk Basung lebih
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banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh nagari Batipuah Ateh sehinggadari sisi tugas pokok, fungsi
dan unsur-unsur yang duduk di dalamnya tampaknya terjadi overlapping antara satu dengan yang lainnya.

Dari hasil penelitian ini terdapat indikas adanya perbedaan efektiftas penyelenggaraan pemerintahan nagari
pada dua nagari yang memiliki sistem adat yang berbeda tersebut. Namun demikian, untuk membuktikan
seberapa jauh perbedaan tingkat efektifitasnya akibat dari sistem adat yang dianut tersebut perlu dikaji 1agi
secara lebih mendalam.
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